
RINGKASAN 

SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM RANGKA MENANGGULANGI 

PENYALAH GUNA NARKOTIKA 

Tindak pidana narkotika khususnya tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang mendapatkan perhatian serius 

dari pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat Indonesia. Tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika dalam perkembangannya semakin meningkat dari 

tahun ke tahun. Narkotika yang sangat bermanfaat bagi kepentingan kesehatan 

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disatu sisi juga dapat 

menimbulkan kerugian yang sangat besar apabila penggunaanya tidak dilakukan 

berdasarkan pengawasan yang ketat. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dalam prakteknya justru membawa 

peredaran dan penyalahgunaan narkotika ke tahap atau tingkat yang lebih tinggi. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah peredaran gelap 

dan penyalahgunaan narkotika akan tetapi mempersulit proses penegakan hukum 

untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika. 

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang semakin sulit untuk 

dicegah maupun diberantas dikarenakan adanya kekeliruan maupun kesalahan 

dalam kebijakan hukum yang diterapkan untuk mencegah dan memberantas 

tindak pidana narkotika khususnya mengenai kebijakan sanksi bagi penyalah guna 

narkotika. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam 

hukum positif maupun prakteknya masih cenderung untuk menempatkan penyalah 

guna narkotika hanya sebagai pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika. 
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Pandangan demikian jelas keliru karena penyalah guna merupakan korban atas 

perbuatan yang dilakukannya sendiri. 

Adanya kekeliruan tersebut memang tidak dapat disalahkan kepada aparat 

penegak hukum karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika menggunakan 3 (tiga) istilah yang berbeda sehingga menimbulkan 

kesalahan penafsiran. Adapun ketiga istilah yang digunakan dalam undang-

undang tersebut adalah pecandu narkotika, penyalah guna narkotika dan korban 

penyalahgunaan narkotika. Dalam undang-undang yang berkaitan, yang 

diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi hanya pecandu dan korban 

penyalahgunaan narkotika. 

Hal inilah yang menjadi kekeliruan karena pada dasarnya pecandu dan 

korban penyalahgunaan narkotika merupakan bagian dari penyalah guna 

narkotika. Di samping permasalahan tersebut, terhadap penyalah guna narkotika 

masih sering dijumpai adanya penghukuman berupa pidana penjara bagi penyalah 

guna narkotika. Pidana penjara bagi penyalah guna narkotika jelas merupakan 

sebuah kekeliruan karena pidana penjara tidak akan memperbaiki penyalah guna 

narkotika. Penyalah guna mengalami ketergantungan akibat penggunaan narkotika 

tersebut sehingga solusi atau jalan keluar yang terbaik sebagai penghukuman bagi 

penyalah guna narkotika adalah rehabilitasi.  

Bahwa memang dalam beberapa putusan hakim maupun aturan kebijakan 

sudah mengedepankan rehabilitasi akan tetapi tidak memberikan jaminan 

penyalah guna narkotika akan direhabilitasi. Selain itu, proses penjatuhan sanksi 

rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika juga masih berlarut-larut sehingga 
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dibutuhkan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia 

dengan menggunakan gabungan pendekatan keadilan restoratif dan plea 

bargaining. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada 2 (dua) isu hukum 

yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni : 

1. Landasan filosofi pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. 

2. Penerapan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana pada penyalah guna 

narkotika. 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk menemukan dan 

menganalisis ratio legis pengaturan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika serta 

Untuk menemukan dan menganalisasis asas-asas hukum baru dalam sistem 

peradilan pidana khususnya pada penyalah guna narkotika. Sedangkan manfaat 

penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya berkaitan 

dengan konsep rehabilitasi dan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana 

narkotika, memberikan pemahaman baru mengenai urgensi penerapan rehabilitasi 

terhadap pengguna narkotika dalam praktik penegakan hukum guna mencegah 

dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan memberikan masukan dalam 

penegakan hukum pidana terhadap penyelah guna narkotika melalui sistem 

peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dan plea bargaining. 

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan disertasi ini 

adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah Pendekatan undang-undang (statute approach), 
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Pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach).  

Berdasarkan metode penilitian tersebut dan setelah dilakukan penelitian 

maka ditemukan kesimpulan sebagai berikut : 

1) Filosofi pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika didasarkan 

pada 2 (dua) hal yaitu penyalah guna narkotika merupakan pelaku 

sekaligus korban penyalahgunaan narkotika dan penyalahguna narkotika 

mengalami ketergantungan sehingga harus menjalani rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi juga sejalan dengan pembentukan UU 

Narkotika yakni mencegah penyalahgunaan narkotika dan memberantas 

peredaran gelap narkotika. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial akan 

membebaskan atau menyembuhkan penyalah guna dari 

ketergantungannya sehingga mengurangi permintaan narkotika yang 

akan berdampak langsung kepada penurunan peredaran gelap narkotika. 

2) Penerapan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana harus dilakukan 

pembaharuan hukumnya. Pemberian sanksi rehabilitasi tidak lagi 

ditentukan melalui proses persidangan yang sangat lama sehingga dapat 

menghambat proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah 

guna narkotika. Penerapan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika 

sebagai bentuk pemidanaan dilakukan dengan gabungan pendekatan 

keadilan restoratif dan plea bargaining. Adapun karakteristik 

penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan gabungan 
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pendekatan keadilan restoratif dan plea bargaining adalah Penyelesaian 

perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui 

negosiasi antara Penuntut Umum dengan Penyalah guna maupun 

Penasihat Hukumnya, Proses penanganan perkara tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan cepat, Hakim merupakan 

wasit atau penengah diantara kedua belah pihak yang harus berperan 

aktif selama negosiasi, Hakim mengeluarkan penetapan mengenai jangka 

waktu pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Dalam hal 

tidak ada kata sepakat mengenai jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial maka Hakim dapat menetapkan jangka 

waktu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara sepihak. Penetapan 

secara sepihak ini semata-mata untuk kepentingan penyembuhan dan 

perawatan dari penyalah guna narkotika. 

Sedangkan saran yang dikemukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan sanksi bagi penyalah 

guna narkotika dengan pendekatan rehabilitasi. Pengaturan sanksi dalam 

UU Narkotika yang berlaku saat ini belum mampu untuk memberikan 

rasa keadilan bagi penyalah guna narkotika karena hanya memposisikan 

diri sebagai pelaku tindak pidana sedangkan penyalah guna narkotika 

sebagai korban penyalahgunaan narkotika tidak dipertimbangkan. 

Pengaturan sanksi dalam UU Narkotika yang demikian dilatarbelakangi 

adanya pembedaan pecandu narkotika, penyalah guna narkotika dan 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM... MOHAMAD DOFIR



korban penyalahgunaan narkotika. Perumusan pasal beberapa istilah 

dalam UU Narkotika tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum 

sehingga harus dirubah dengan menggunakan istilah penyalah guna dan 

korban peyalahgunaan narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika 

adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau 

melawan hukum. 

2. Para pembentuk peraturan perundang-undangan harus melakukan 

pembaharuan hukum dalam tataran hukum positif untuk menjamin 

pelaksanaan proses pemidanaan yang memihak kepada penyalah guna 

narkotika. Sistem peradilan pidana yang memihak kepada penyalah guna 

narkotika adalah sistem peradilan dengan gabungan pendekatan keadilan 

restoratif dan plea bargaining. Perubahan peraturan perundang-undangan 

tersebut perlu dan harus dilakukan untuk mempositifkan penerapan 

sistem peradilan pidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut 

karena dalam sistem hukum Indonesia mengharuskan tindakan aparat 

penegak hukum didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. 
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SUMMARY 

CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN THE CONTEXT TACKLING 

NARCOTICS ABUSERS 

Narcotic crime, especially the crime of narcotics abuse is one crime that 

got serious attention from the government, law enforcement officials and 

Indonesian people. Criminal act of abuse of narcotics in development is 

increasing from year to year. Narcotics are very beneficial to the interests of the 

health and development of science and technology, however narcotics can also 

cause huge losses and bad impacts when it doesn’t use based on strict 

supervision. 

The development of science brings the distribution of narcotics to a stage 

or a higher level. It gives facilitation for the trafficking and narcotics abuse to get 

easier. However, it brings more difficulties for the process of law enforcement to 

prevent and exterminate narcotic crime. 

Trafficking and abuse of narcotics is becoming increasingly difficult to be 

prevented or exterminated due to a mistake or an error in the legal policies that 

are applied to prevent and exterminate narcotic crime, especially concerning 

punishments policy for abusers of narcotics. In accordance with the legislation in 

force both in the positive law and practice still tend to put narcotics abusers as 

criminals only abusers of narcotics. That opinion is clearly erroneous because the 

abusers were victims of the act of doing on their own. 

The existence of such a mistake can not be blamed for law enforcement 

officers because of the Law No. 35 Year 2009 on Narcotics use three (3) different 

terms, causing misinterpretation. As for the three terms used in the legislation is a 
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narcotics addict, narcotics abusers and victims of narcotics abuse. According to 

the law, those who are required to be rehabilitated just addicts and victims of 

narcotics abuse.  

The mistake can be occured because basically addicts and victims of 

narcotics abuse is part of the abusers of narcotics. In addition to these problems, 

to abusers of narcotics is often found in the form of a judgment of imprisonment 

for narcotics abusers. Imprisonment for narcotics abusers is clearly a mistake 

because it will not improve the imprisonment of narcotics abusers. Abusers are 

addicted as a result of narcotics use so that the solution or the best way out as 

punishment for abusers of narcotics is rehabilitation. 

That opinion is clearly erroneous because addicts and the victims of 

narcotics abuse are part of narcotic abuse. In addition, the process of 

rehabilitation punishment against abusers of narcotics is still protracted and so 

we need a new breakthrough in the criminal justice system in Indonesia by using a 

combined approach of restorative justice and plea bargaining. Based on this 

background, then there are two (2) legal issues that will be discussed in this study 

are: 

1) The cornerstone of the philosophy of rehabilitation arrangements for 

abusers of narcotics. 

2) Application of the process of rehabilitation in criminal justice system on 

narcotics abusers 

The benefits of this research is developing the law system specifically, 

relating to  the concept of rehabilitation and the criminal justice system in 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM... MOHAMAD DOFIR



narcotic crime, providing a new understanding of the urgency of implementing 

rehabilitation of drug users in the practice of law enforcement to prevent and 

exterminate drug abuse and giving some suggestions in criminal law enforcement 

against narcotic abusers through the criminal justice system with restorative 

justice approach and plea bargaining.  

Type of legal research that is used in this dissertation is a normative legal 

research. Case approach that is used in this research is the approach to the law 

(statute approach), case approach  and conceptual approach.  

Based on the research method, we found the following conclusions:  

1) The philosophy of rehabilitation arrangements for abusers of narcotics is 

based on two (2) things that abusers of narcotics is the perpetrator and 

victim of narcotics abuse and narcotics abusers are addicted and should 

have medical rehabilitation and social rehabilitation. Rehabilitation is 

also in line with the establishment of the Narcotics Act to prevent 

narcotics abuse and exterminate illegal trafficking. Medical rehabilitation 

and social rehabilitation will liberate abusers of dependency, thereby 

reducing the demand for narcotics that will have a direct impact to the 

decrease in illegal trafficking. 

2) Implementation of rehabilitation in the criminal justice system should be 

reformed. Sanctions rehabilitation is no longer determined through a very 

long court process so as to hinder the process of medical rehabilitation 

and social rehabilitation of narcotics abusers. Implementation of 

rehabilitation of narcotics abusers as a form of punishment is done by a 
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combined approach of restorative justice and plea bargaining. As for the 

characteristics of the crime of abuse of narcotic settlement with the 

combined approach of restorative justice and plea bargaining is the 

completion of criminal cases narcotics abuse carried out through 

negotiations between the Public Prosecutor with the abusers and their 

Legal Counsel, process handling criminal cases of abuse of narcotic done 

quickly, Judge is the referee or mediator between the two sides which must 

play an active role during the negotiations, the judge issued a 

determination regarding the exercise period medical rehabilitation and 

social rehabilitation, in case no agreement on the exercise period medical 

rehabilitation and social rehabilitation, the judge may set a time period 

medical rehabilitation and rehabilitation Social unilaterally. 

Determination unilaterally solely in the interests of healing and the 

treatment of narcotics abusers. 

While suggestions that have been given in this study are: 

1) It is necessary to amend the setting penalties for abusers of narcotics with 

the approach of rehabilitation. The setting of sanctions in the current 

Narcotics Law has not been able to provide a sense of justice for narcotics 

abusers because only positioning themselves as criminals while victims of 

abusers of narcotics as narcotics abuse are not considered. The setting of 

sanctions in such a Narcotics Act backdrop distinction narcotics addicts, 

narcotics abusers and victims of narcotics abuse. Formulation chapter 

some terms in the Narcotics Act would lead to legal uncertainty and 
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should be changed by using the term abusers and victims of narcotics 

abuse. Victims of narcotics abuse is any person who uses narcotics 

without rights or against the law. 

2) The forming of legislation should have law reform at the level of positive 

law to ensure the implementation of the process of criminal prosecution in 

favor of the abusers of narcotics. The criminal justice system in favor of 

the narcotics abusers are the justice system with the combined approach 

of restorative justice and plea bargaining. Reformation of legislation are 

necessary and should be done to give positive impacts of the 

implementation of the criminal justice system for criminal acts such as 

narcotics abuse within the Indonesian legal system requires law 

enforcement action based on the rule of law. 
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ABSTRACT  

CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN THE CONTEXT TACKLING 
NARCOTICS ABUSERS 

This research is titled " Criminal Justice System in the Context Tackling Narcotics 
Abusers". The purpose of this research is to find and analyze the ratio legis of 
rehabilitation arrangements for narcotics abusers as well as to find and analyze 
new legal principles of criminal justice system, especially for narcotics abusers. 
While the advantages of this research is for developing the law system 
specifically, relating to the concept of rehabilitation and the criminal justice 
system in narcotic crime, providing a new understanding of the urgency of 
implementing rehabilitation of drug users in the practice of law enforcement to 
prevent and exterminate drug abuse and give some suggestions in criminal law 
enforcement against narcotic abusers through the criminal justice system with 
restorative justice approach and plea bargaining. Type of legal research that is 
used in this dissertation is a normative legal research. Case approach that is used 
in this research is the approach to the law (statute approach), case approach and 
conceptual approach. The conclusions of this research is the philosophy of 
rehabilitation arrangements for the narcotics abusers are based on two (2) things 
that narcotics abuser is the perpetrator and victim of drug abuse and drug 
abusers are addicted and should have been rehabilitated and having social 
rehabilitation and the application of rehabilitation of drug abusers as forms of 
punishment carried out by a combined approach of restorative justice and plea 
bargaining. The suggestions that can be given by writing this research are the 
urgency to reform the punishments for narcotics abusers using rehabilitation 
approach and legal drafter should reform some regulations at the level of positive 
law to ensure the implementation of the process of criminal prosecution in favor 
of the narcotics abusers. 

 

Keywords : abusers, narcotics, rehabilitation, restorative justice, plea bargaining 
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